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DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 273 Undang-
Undang NomoI' 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang NomoI' 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang NomoI' 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah juncto Pasal 123 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Rencana Strategis
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka Tahun 2018-2023.

1. Undang-Undang NomoI' 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang NomoI'
4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-undang NomoI' 4 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 NomoI' 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia NomoI' 2851);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
tahun 2015 ten tang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana te1ah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomar 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)Tahun
2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan
RPJMD, sertaTata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan
RKPD (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri NO.7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Dalam penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018
tentang sistem informasi pembangunan daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun
2008 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008
Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun
2012 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun
2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATENMAJALENGKATAHUN2018-2023.

BABI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majalengka.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Otonom.

5. Perangkat Daerah adalah un sur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2005-2025.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majalengka untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan
Daerah Kabupaten Majalengka untuk periode 1 (satu) tahunan.

BABII
KEDUDUKANRENSTRAPERANGKATDAERAH

Pasal2

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari
RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.
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2. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat
Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasa13

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I
BAB II
BAB III

BABIV
BABV
BABVI
BABVII
BAB VIn

PENDAHULUAN;
GAMBARANPELAYANANPERANGKATDAERAH;
PERMASALAHANDANISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
PERANGKATDAERAH;
TUJUAN DANSASARAN;
STRATEGIDANARAHKEBIJAKAN;
RENCANAPROGRAMDANKEGIATANSERTA PENDANAAN;
KINERJA PENYELENGGARAANBIDANGURUSAN;
PENUTUP.

Pasal4

Renstra Pcrangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati
In!.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah Wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah
dalanl rangka mcndukung capaian Visi dan Misi Bupati yang tcrtuang dalam
RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

BAB III
PENGENDALIANDANEVALUASI

Pasal6

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.

(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan
kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan yang menangani
urusan perencanaan.

BABtv
KETENTUANPERALIHAN

Pasal7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Perangkat Daerah Tahun
2024, kebijakan umum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 ini
dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun
2024.
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BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasa18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal ]18Juli 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALABAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

~--4tc,
GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003
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